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Sekkab Morowali
Didakwa Rugikan Rp4 M

PALU,
MERCUSUAR —
Sekretaris Kabupaten
(Sekkab) Morowali,
Syahrir Ishak (54),

didakwa JPU
merugikan keuangan
negara sejumlah
Rp4 miliar (M),
terkait penyertaan
modal Pemerintah
Kabupaten (Pemkab)
Morowali pada
Perusahaan Daerah
(Prusda) untuk
pengadaan kapal
tahun 2006.
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Hal itu tertuang dalam
hasil audit kerugian keu-
angan negara oleh Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Per-
wakilan Sulteng Nomor:
R-07/S/XIX.PLU/05/2009
tertanggal 5 Mei 2009.

Demikian diungkapkan
JPU dalam dakwaan yang
dibacakan saat sidang per-
dana terdakwa Syahrir Ishak
di Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri (PN)
Palu, Rabu (24/7/2013).

Dalam dakwaan diurai-
kan, sebagai Kuasa Peng-
guna Anggaran (KPA) pada
Sekretariat Kabupaten Mo-
rowali, terdakwa baik seca-
ra sendiri maupun bersama
Pelaksana tugas (Plt) Bupati
Morowali Datlin Tamalagi;
Direktur Prusda, Herman

Gamal serta pemilik kapal
I'EM likasi baru .
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SEKRETARIS Kabupaten Morowali, Syahrir Ishak saat m Jalanl sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadllan Negeri Palu, Rabu
(24/7/2013). FOTO : ANGKY/MS

Khoirony F Cadda (berkas
perkara terpisah) telah me-
rugikan keuangan negara.

Dimana, terdakwa se-
bagai KPA menerbitkan
dan/atau menandatangani
Surat Perintah Memba-
yar (SPM) Nomor: 261/
SPM/-Sekab/2007 tanggal
31 Agustus 2007sebesar
Rp4 miliar. Penandatan-
gan SPM itu berdasarkan
Surat Perintah Membayar
Uang Persediaan (SPM-UP)
yang diajukan Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
Kabupaten Morowali, Ida-
wati Supu.

Padahal SPM yang ditan-
datangani terdakwa tanpa
pengujian sebagaimana
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tugas dan fungsi terdakwa.
Akibatnya SPM yang ditan-
datangani sesuai SPP dia-
jukan Idawati Supu, tidak
memenuhi syarat. Dianta-
ranya, lampiran dan rincian
SSP yang diajukan tak diberi
nomor, serta SPP-LS tidak
ditandatangani Pejabat Pe-
laksana Teknis Kegiatan.

Olehnya, Terdakwa dijerat
Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18
UU Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dan
diganti dengan UU Nomor
20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Korupsi
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1
KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHP.

Sedangkan subsidair dij-
erat Pasal 3 Jo Pasal 18
UU Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana diubah dan
diganti dengan UU Nomor
20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Korupsi
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-'1
KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHP.

Mendengar dakwaan JPU,
terdakwa didampingi pe-
nasehat hukum, Abdurrach-
man Kasim menyatakan
tidak mengajukan eksepsi.
Sehingga sidang akan dilan-
jutkan dengan pembuktian,
yakni pemeriksaan saksi
dan alat bukti.

“Sidang ditunda hingga
Senin (29/7/2013) men-
datang, dengan agenda
pembuktian,” tutup Ketua
Majelis Hakim Rommel F
Tampubolon SH.

AJUKAN PENGALIHAN
PENAHANAN

Sebelum sidang ditutup,
terdakwa mengajukan per-
mohonan penangguhan
atau pengalihan penaha-

nan. Hanya saja, majelis
Hakim belum menyatakan
sikap terkait permohonan
itu. “Permohonan ini akan
kita pertimbangkan dan
musyawarahkan dulu,” tu-
tur Rommel.

Sementara itu, Abdur-
rachaman Kasim ditemui
usai sidang mengatakan, pi-
haknya tidak ajukan eksepsi
karena menilai dakwaan
JPU tidak perlu dieksepsi.

Menurutnya, berdasarkan
dakwaan JPU kliennya ha-
nya menandatangani SPM
serta tidak menikmati uang
sebesar Rp4 miliar itu. Se-
hingga ia hanya melakukan
pelanggaran administrasi,
bukan pidana korupsi.

“Yang bersalah disini
Plt Bupati dan Bendahara
Pengeluaran Sekretariat
Kabupaten Morowali,” sing-
katnya. ack




